PENTING

AMohon Perhatian

Berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor
238/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022, saat ini
Aplikasi e-Berpadu diimplementasikan pada 7 (tujuh)

Wilayah Hukum Satuan Kerja Percontohan sebagai berikut

. Pengadilan Tinggi Makassar dan Seluruh Pengadilan
Tingkat Pertama di Wilayah Hukumnya.

. Pengadilan Tinggi Palembang dan Seluruh Pengadilan
Tingkat Pertama di Wilayah Hukumnya.

. Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Seluruh
Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukumnya.

. Pengadilan Tinggi Ambon dan Seluruh Pengadilan
Tingkat Pertama di Wilayah Hukumnya.

. Pengadilan Tinggi Kupang dan Seluruh Pengadilan
Tingkat Pertama di Wilayah Hukumnya.

. Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Seluruh Pengadilan
Tingkat Pertama di Wilayah Hukumnya.

. Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Seluruh Pengadilan
Tingkat Pertama di Wilayah Hukumnya.

Saat ini Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Elektronik
pada e-Berpadu masih dalam ruang lingkup
Kepolisian dan Kejaksaan. Untuk Aparat Penegak
Hukum lain akan dikembangkan seiring dengan
adanya MoU terkait. Bagi Aparatur Penegak Hukum
yang belum tersedia, pelimpahan berkas perkara
pidana tetap diproses secara manual sampai terdapat
informasi lebih lanjut.

Bagi Pengadilan yang belum menemukan Satuan Kerja
APH lain (Kepolisian/Kejaksaan/Ditjenpas atau
Kemenkumham) yang belum teregister atau tidak

ditemukan silahkan mengisi form berikut :

Formulir APH yang belum teregister

Terima Kasih.

®@Ya, Saya Mengerti



https://s.id/daftarAPHeberpadu
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